
 

 

 

 

 

100 

Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora 

2985-5624 (2023), 1 (4): 100–107                

http://jurnal.kolibi.org/index.php/kultura 

TERUNGKAPNYA KASUS KORUPSI MELALUI BUKTI AUDIT 

Corruption Cases Revealed Through Audit Evidence 

 

Maula Maduri Al Machrusy,Mega Ambarwati Dewi, S.H.,M.H. 

Universitas 17 Agustus Surabaya 
E-mail: maulamadurialmachrusy@gmail.com, megadewi@untag-sby.ac.id 

 
ABSTRAK 

Artikel ini bertujuan untuk  mengungkapl bagaimana aparatl penegak hukuml memaknai buktil audit 

dalaml mengungkapkorupsi. Hal inil dilatarbelakangi kontroversil LHPKKN (yangl dibuat oleha uditor 

lnegara) dalam persidanganl tindak pidanal korupsi sebagail bukti dokumenl dalam pengadilanl tipikor. 

Metodel yang digunakanl dalam penulisan inil adalah studil kasus. Pengumpulan data dalam penulisan 

ini melalui pendekatan untuk dapat menemukan suatu isu atau berita terkait kasus ini.Penulisan inil 

menemukan bahwal LHPKKN tidakl serta mertal dapat diyakinil oleh hakiml karena merupakanl salah 

satul alat danl bukan lsatu-satunya buktil yang digunakanl dalam menetapkanl keputusan tindakl 

pidana lkorupsi. Bukti auditl tidak semuanyal dapat dijadikanl sebagai buktil hukum. 

 

Kata Kunci:Korupsi,Terungkap,Bukti Audit 

 

ABSTRACT 

This article aims tol reveal howl law enforcementl officials interpret auditl evidence inl uncovering 

lcorruption. This was motivated byl the controversyl over the LHPKKN (made byl state auditors) inl 

corruption trials as documentary evidencel in corruptionl trials. The methodl used inl this writing isl a 

case lstudy. The data collection in this writing uses an approach to find an issue or news related to this 

case. This writing finds that the LHPKKN cannot necessarily be trusted by judges because itl is onel of 

thel tools andl not thel only evidencel used inl determining decisions about criminal acts ofl corruption. 

Not alll audit evidencel can bel used asl legal levidence. 

 

Keywords: Corruption, Revealed, Auditl Evidence 

 

Pendahuluan 

Akuntabilitasl keuangan lkenyataan-nya masihl belum terealisasil dengan lbaik. 

Di Indonesial masih banyakl terjadi kasuspenyimpangan terhadapl keuangan 

negarayang dikenall dengan istilahl korupsi. Hall initentu dapat menghambatl 

pertumbuhan danl pembangunan lnasional. Berdasarkan lCor-ruption Perceptionsl Index 

l2014, Indonesia termasukl negara denganl tingkat korupsil masih tergolongl cukup 

ltinggi. Penilaian dalaml CPI inil menggunakan skalal atau skorl 0-l100, di manal 0 

berartil sangat korupl dan 100l berarti sangatl bersih. Padal tahun l2014, Indonesia 

memilikil skor 34l dan menempatil posisi 107l dari 175l negara.Permasalahanl tindak 

pidanal korupsi harusl segera diatasil agar terciptal pemerintahan yang baikl (good 

lgovernance), yang salahl satunya ditentukanl oleh akuntabilitasl pemerintahan, yaitul 

akuntabilitas keuangan. Santosol & Pambeleum (l2008) mengemukakan bahwa 

penerapanl akuntansi sektorl publik berpengaruhl terhadap akuntabilitasl pemerintah. 

Akuntansil sektor publikl dapat dilaksanakanl dengan baikl apabila terdapatl 

pengendalian danl pengawasan yangl memadai. Pasal 10l ayat 1l dari UUl No. 15l Th. 

2006l menjelaskan bahwal Badan Pemeriksal Keuangan (BPKl) adalah merupakan l 

lembaga tinggi negaral yang memilikil wewenang dalaml menilai ldan/atau menetapkanl 

jumlah kerugianl keuangan Negaral (Republik Indonesia, 2006l Selain litu, pasal 1l butir 

22l dari UUl No.1l Th.2004l tentang Perbendaharaanl Negara menyatakanl bahwa 

kerugianl negara yangl dimaksud merupakanl kekurangan luang, barang danl surat 

berhargal akibat adanyal perbuatan melawanl hukum baikl sengaja maupunl lalai yangl 

dilakukan olehl bendahara, pengelolal BUMN/lBUMD, dan lembagal atau badanl lain 

yangl menyeleng garakanl pengelolaan keuanganl Negara (Republik lIndonesia, 2004). 

mailto:maulamadurialmachrusy@gmail.com


 

 

 

 

 

101 

Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora 

2985-5624 (2023), 1 (4): 100–107                

http://jurnal.kolibi.org/index.php/kultura 

Secaral konstitusional danl yuridis badanl yang bertugasl dan berwenangl 

memeriksa pengelolaan danl tanggung jawabl keuangan negaral serta menilail dan 

menetapkan jumlahl kerugian negaral yang dilakukan olehl badan ataul instansi 

pemerintahanl adalah lBPK. Namun, dalaml praktiknya hall tersebut dilakukanl pula 

olehl Badan Pengawasan Keuanganl dan Pembangunanl (BPKP).Hall ini tidakl sesuai 

denganl Peraturan Pemerintah Nomorl 60 Tahunl 2008 tentangl Sistem Pengendalian 

Internl Pemerintah bahwal BPKP merupakanl Aparat Pengawasl Intern Pemerintah yangl 

bertugas melakukanl pengawasan intern terhadapl akuntabilitas keuangan negaral atas 

kegiatanl tertentu meliputil kegiatan yang bersifatl lintas lsektoral; kegiatan 

kebendaharaanl umum Negaral berdasarkan penetapanl oleh Menteril Keuangan selakul 

Bendahara Umuml Negara; danl kegiatan lainl berdasarkan penugasanl dari lPresiden. 

Perdebatan mengenail badan yangl bertugas dan berwenangl memeriksa pengelolaanl 

dan tanggungl jawab keuanganl negara sertal menilai danl menetapkan jumlahl kerugian 

negaral dalam lPerundang-undangan tersebut menimbulkanl adanya perkaral konstitusi 

yangl diajukan olehl pemohon yangl bernama lIr. Eddie Widionol Suwondho,M.Scl 

(Mahkamah Konstitusi, l2012). Hasilnya melaluil Putusan Mahkamahl Konstitusi 

Republikl Indonesia Nomorl 31/PUU-X/2012l ditetapkan bahwal legalitas danl 

akuntabilitas daril LHPKKN yangl digunakan olehl KPK sebagail dasar penetapanl 

penyidikan, baik itul dibuat danl diterbitkan olehl BPK maupunl BPKP adalahl tidak 

berkaitanl langsung dengan konstitusionalitasl norma yangl mengatur tugasl KPK untukl 

berkoordinasi denganl instansi llainnya. 

 Putusanl tersebut menjadil legal standingl bagi KPKl untuk menjadikan 

lLHPKKN, baik yangl bersumber daril BPK maupunl BPKP sebagail salah satul alat 

buktil yang memadail untuk diajukanl dalampersidangan tipikor. Walaupunl kontroversi 

LHPKKNl telah lusai, fakta hasill persidangan hakiml tipikor bahwal putusan vonisl 

bebas/ lepasl peradilan tipikorl di berbagail daerah masihl kerap lterjadi. Hal inil 

memunculkan lpertanyaan, mengapa kehadiranl LHPKKN daril lembaga negaral yang 

kompetenl dan lindependen, tidak cukupl kuat mendorongl bukti danl fakta dil depan 

peradilanl tipikor bahwal telah terjadil perbuatan melawanl hukum daril pejabat publikl 

yang berakibatl terjadinya kerugianl keuangan lnegara? Bila situasil fenomena vonisl 

bebas bagil koruptor inil terus lberlangsung, tentu akanl berimplikasi pada faktal bahwa 

perbuatanl melawan hukuml tersebut kontraproduktifl bagi upayal penyelenggaraan 

pemerintahanl yang bersihl dan bebasl korupsi, kolusil dan lnepotisme, disebabkan paral 

pelaku korupsil adalah lpeja-bat publikl yang seharusnyal menjadi teladanl yang baikl 

bagi lmasyarakat. 

Selainl itu, buktil dokumen berupal LHPKKN baik yangl bersumber daril BPK 

danl BPKP sertal keterangan saksil ahli tidakl serta mertal menjadi buktil hukum yangl 

dapat memutuskan seorangl terdakwa korupsil bersalah melakukan ltipikor. 

Berdasarkan hasill pantauan Indonesial Corruption lWatch, putusan hakim lpengadilan 

tindak pidanal korupsi dil Surabaya palingl banyak menjatuhil vonis lbebas/lepas bagil 

terdakwa lkorupsi. Sampai denganl periode tertanggall 01 Agustusl 2012, terdapatl 71 

terdakwal korupsi yangl telah dijatuhil vonis lbebas/lepas dil Pengadilan Tipikorl (lihat  

Berdasarkanl fakta ltersebut, peneliti inginl memperoleh penjelasanl (eksplanatoris) 

mengenail bukti auditl berupa Laporanl Hasil Penghitunganl Kerugian Keuanganl 

Negara yangl dapat diterimal menurut hukuml tindak pidanal korupsi daril sistem 

peradilanl di Indonesia saatl ini. Hal inil penting untukl diteliti denganl tujuan 

mendorongl peningkatan kualitasl bukti-buktil audit olehl pihak-pihakl yang membuatl 

LHPKKN danl aparat penegakl hukum yangl terlibat dalaml peradilan, seperti Hakiml 
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Tipikor dalaml menentukan danl mempertimbangkan kecukupanl bukti auditl berupa 

LHPKKNl sebagai alatl bukti hukuml dipengadilan tipikor. 

 

 

Metode Penelitian  

Penelitian inil menggunakanl metodel kualitatif denganl pendekatanl studil kasus 

eksplanatorisl sebagail strategil yang tepatl dalaml menjelaskanl pertanyaan “lmengapa” 

daril unitl analisis, yaitul buktil auditl berupa LHPKKNl dalaml hubungannyal menjadi 

alatl buktil menurutl hukum dil pengadilanl tipikorl dalam pengungkapanl lkasus-kasusl 

korupsi di lIndonesia. Moleong (l2013), Mukhtar (2013), sertal Sugiyono (l2009) 

menyatakan bahwal penelitian studil kasus bertujuanl untuk mengungkapkan kekhasanl 

atau keunikan karakteristikl yang terdapatl di dalaml kasus yangl diteliti. Proporsil 

penelitian inil adalah buktil terjadinya perbuatanl melawan hukuml seperti korupsil 

ditunjukkandengan adanya nilail kerugian keuanganl negara tercatat dalaml LHPKKN 

yangl merupakan hasill dari auditl penghitungan kerugianl keuangan negara olehl auditor 

lnegara, yaitu lBPK. Selain litu, pengguna ldari LHPKKN adalahl Hakim Tipikorl yang 

merupakanl pihak yangl berwenang untukl mempertimbangkan danl memutuskan 

validitasl dan reliabilitasl dari alatl bukti yangl diajukan dalaml persidangan tipikor. 

Penelitianl ini menganalisisl dari sudutl pandangl pihakl yang lterkait, yaknil Hakiml 

Pengadilan Tipikorl yangl memberikanl vonis bersalahl ataul tidak bersalahl berdasarkan 

pembuktian dil pengadilanl danl informan lkunci, yaitul Auditorl BPK danl Auditorl 

lBPKP. Dalam hall lini, Auditorl BPK danl Auditorl BPKPl memiliki pengalamanl 

langsungl dalaml audit penghitunganl kerugianl keuanganl negaradan pernah menjadil 

saksil ahlil di pengadilanl Tipikorl lSurabaya. Pada penelitianl inil informasil yang 

dikumpulkan berupal keteranganl yangl berfokus pada pentingnyal lrelevansi, 

kompetensi, danl kecukupan daril pengalaman nyatal para linforman. Pengalaman 

tersebutl akan membangunl pemahaman yangl lebih dalaml dari paral informan terhadapl 

peran danl fungsi buktil audit lLHPKKN, sehingga dapatl berterima hukuml dan 

digunakanl sebagai alatl bukti yangl sah danl meyakinkan untukmengungkap kasusl 

korupsi. 

 

Rumusan Masalah  

Berdasarkanl Indonesia Corruptionl Watch tahunl 2012, kotal ini merupakan kotal 

yang palingl banyak memberikanl vonis bebasl terhadap paral terdakwa tindakl pidana 

korupsil dan instansil yang memilikil keterlibatan sesuail dengan penelitianl ini, yaitul 

instansi yangl membuat Laporanl Hasil Penghitunganl Kerugian Keuanganl Negara 

(LHPKKNl) meliputi Badanl Pemeriksa Keuanganl (BPK), Badanl Pengawasan 

Keuanganl dan Pembangunanl (BPKP), danl Pengadilan Tin-dak Pidanal Korupsi 

(Tipikorl) yang memilikil kewenangan dalaml memutuskan LHPKKNl tersebut sahl atau 

ltidak. Keterlibatanl ketiga instansil tersebutl dalaml proses peradilanl tindakl pidanal 

korupsi adalahl pentingl untukl menjaga agarl hukuml tetapl menjadi panglimal bagil paral 

pencari lkeadilan. 

 

Pembahasan  

Beberapal peneliti (Backofl, 2015; lBen-nett & lHatfield, 2013; lChen, Trotman, 

& lZhou, 2015) memaparkanl bahwa llangkah-langkah dalaml menghitung lkerugian 

keuangan negara pada dasarnyal tidak dapatl dipolakan secaral seragam. Hall ini 

disebabkanl sangat beragamnyal modus operandil kasus-kasu lpenyimpangan/tindak 

pidanal korupsi yangl terjadi. lNamun, dalam menghitungl kerugian keuangan negaral 
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atas kasusl penyimpangan keuangan negaral yang ldiaudit, auditor dapat menempuhl 

mengidentifikasi tipel penyimpangan sertal aliran transaksil (Dilla, l2013; Gimbar, 

lHansen, & Ozlanski, l2016a; Hamilton, l2016; Karyono, l2013). Pada sisil lainnya, 

buktil audit dapatl dikatakan sebagail segala informasil yang digunakanl oleh auditorl 

untuk menentukanl apakah informasil yang sedangl diaudit telahl dinyatakan sesuail 

dengan kriterial yang telahl ditetapkan (Arensl, 2013: l150). Bahan buktil yang dimaksudl 

yaitu mencakupl informasi yangl dapat lmeyakinkan, misalnya penghitungan fisikl yang 

dilakukanl oleh auditorl dan informasil yang kurangl meyakinkan (Kasseml & lHigson, 

2016; lPike, Chui, lMartin, & Olvera, l2016; Priantara, l2013). Informasi inil dianggap 

kurang meyakinkanl karena berasall dari internall perusahaan ataul klien. Standarl audit 

ketiga yaitul pekerjaan lapanganl mengharuskan auditor untukl mengumpulkan buktil 

yang tepatl dan memadail untuk mendukungl opini auditl (Reffett, l2011; Gimbar, 

lHansen,& Ozlanski, l2016b; Umar, l2011). 

Auditorl harus yakinl bahwa opinil tersebut benar denganl tingkat keyakinanl yang 

ltinggi. Dua penentul keandalan bahanl bukti adalahl ketepatan danl kecukupan (Arensl, 

2013: l153-157). Ketepatanl bukti merupakan pengukuranl terhadap kualitasl bahan 

lbukti, yang berartil bahan buktil tersebut relevanl dan andall dalam memenuhil tujuan 

auditl untuk lkelompok-kelompok ltransaksi, saldo-saldol akun danl pengungkapan yangl 

terkait (Carpenterl & Reimers, l2013).Apabila bahanl bukti dianggapl sangat ltepat, akan 

sangatl membantu dalaml meyakinkan auditor bahwal laporan keuanganl telah disajikanl 

secara lwajar. Ketepatan bahanl bukti hanyal menyangkut prosedurl audit yangl dipilih. 

Ketepatanl tidak dapatl ditingkatkan denganl memperbesar sampell atau punl memilih 

unsur populasil yang lberbeda. Ketepatan bahanl bukti hanyal dapat ditingkatkanl 

dengan caral memilih prosedurl audit yangl paling relevanl atau memberikanl bahan 

buktil yang palingl andal. Kecukupanl dapat dilihatl dari lkuan-titas bahanl bukti.  

Kecukupanl bahan buktil umumnya diukurl berdasarkan ukuranl sampel yang 

dipilihl oleh lauditor. Dua faktorl terpenting dalaml menentukan kecukupanl ukuran 

sampell dalam pengauditanl adalah ekspektasil auditor terhadapl salah sajil dan 

efektivitasl pengendalian internall klien (Tuanakotta, l2014). Unsur buktil audit yangl 

tepat menurut Standarl Pemeriksaan Keuanganl Negara (lSKPN) yaitu buktil harus 

lcukup, kompeten, danl relevan untukl mendukung dasarl yang sehatl bagi temuanl 

pemeriksaan danl rekomendasi (Komisi Pemberantasanl Korupsi, l2006). Bukti harusl 

cukup untukl mendukung temuan lpemeriksaan. Dalam menentukan cukupl atau 

tidaknyal suatu lbukti, pemeriksaan harusl yakin bahwal bukti yangl cukup tersebutl akan 

bisal meyakinkan seseorang bahwal temuan pemeriksaanl adalah validl (Reffett, l2011; 

Siriwadane, lHu, & Low, l2014)). Apabila ldimungkinkan, metode statistikl bisa 

digunakanl untuk menentukanl cukup ataul tidaknya buktil pemeriksaan (Ramamoorti, 

l2008). Bukti disebutl kompeten apabilal bukti tersebutl valid, dapatl diandalkan, danl 

konsisten dengan faktal (Pacini, lHopwood, & Sinclair, l2016). Dalam menilail 

kompetensi suatul bukti, pemeriksal harus mempertimbangkan beberapal faktor, sepertil 

apakah lbukti telah lakurat, meyakinkan, tepatl waktu danl asli. Buktil disebut relevanl 

apabila buktil tersebut mempunyail hubungan yangl logis danl arti pentingl bagi temuanl 

pemeriksaan yangl bersangkutan (Beislandl, Mersland, & lStorm, 2015; lBrazel, Jones, 

& lPrawitt, 2014). Buktil audit yangl akurat, lmeyakinkan, tepat waktul dan aslil adalah 

bagianl dari pertimbanganl auditor untukl menentukan apakah buktil audit yangl 

dikumpulkan adalahl bukti yangl memenuhi unsurl kompeten (Tuanakotta, l2010, 2013).  

Dalaml hal inil pemeriksa harus menggunakanl pertimbangan profesional untukl 

menentukan jumlah danl jenis buktil yang diperlukanl untuk mendukungl simpulan 

lpemeriksa. Bukti yangl diperoleh daril pihak ketigal yang dapatl dipercaya adalahl lebih 
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kompetenl dibandingkan dengan buktil yang diperolehl dari entitasl yang ldiperiksa. 

Bukti yangl dikembangkan dari sisteml pengendalian internl yang lefektif, lebih 

kompetenl dibandingkan denganl yang diperolehl dari pengendalianl yang lemahl atau 

yangl tidak adal pengendaliannya. Bukti yangl diperoleh melaluil pemeriksaan fisik, 

pengamatan, lperhitungan, dan inspeksil secara langsungl oleh pemeriksal lebih 

kompetenl dibandingkan denganl bukti yangl diperoleh secaral tidak llangsung. 

Dokumen asli memberikanl bukti yangl lebih kompetenl dibandingkan denganl fotokopi 

ataul tembusannya. Buktil kesaksian yangl diperoleh dalaml kondisi yangl 

memungkinkan orang berbicaral dengan bebasl lebih kompetenl dibandingkan denganl 

bukti kesaksian yangl diperoleh dalaml kondisi yangl dapat terjadil kompromi. lMisalnya, 

kondisi dil mana terdapatl kemungkinan orangl diancam (diintimidasi). Buktil kesaksian 

yangl diperoleh daril individu yangl tidak memihakl atau mempunyail pengetahuan yangl 

lengkap mengenail bidang tersebutl lebih kompetenl dibandingkan denganl bukti 

kesaksianl yang diperolehl dari individul yang memihakl atau yangl hanya mempunyail 

pengetahuan sebagian sajal mengenai bidangl tersebut (Boritzl, Kochetova-lKozloski, & 

lRobinson, 2015; lDilla, Harrison, lMennecke, & Janvrin, l2013).  

Metodologil menghitung kerugianl keuangan lnegara. Bapak Gatotl Loco selakul 

Auditor BPKPl menjelaskan mengenail proses menghitungl kerugian keuanganl negara. 

Beliau menyatakanl bahwa kerugianl keuangan negaral dihitung olehl auditor 

tergantungl pada buktil audit yangl diperolehnya, sepertil telah dijelaskanl di atasl bahwa 

buktil auditnya harus lcukup, kompeten danl relevan. Tidakl ada satul rumusan standarl 

yang dapatl digunakan untukl menghitung nilail kerugian keuanganl negara, semuanyal 

bergantung pada buktil audit yangl diperoleh auditorl dalam pelaksanaanl auditnya. 

Bahkanl dalam permasalahan yangl sama, ketikal bukti auditl yang diperolehnyal 

berbeda bisal berakibat terjadinyal perbedaan dalaml penghitungan nilail kerugian 

keuangan negara.Fungsi Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara 

(LHPKKN). LHPKKN digunakan untuk menentukan jumlah uang pengganti/tuntutan 

ganti rugi yang harus diselesaikan oleh pihak yang terbukti bersalah apabila kepada 

terpidana dikenakan pidana tambahan sebagaimana diatur dalam pasal 17 dan 18 UU 

No. 31 Tahun 1999; Sebagai salah satu patokan/acuan bagi jaksa untuk melakukan 

penuntutan mengenai berat/ringannya hukuman yang perlu dijatuhkan berdasarkan 

ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan bagi hakim sebagai bahan 

pertimbangan dalam menetapkan keputusannya; Dalam hal kasus yang terjadi 

ternyata merupakan kasus perdata atau lainnya (kekurangan perbendaharaan atau 

kelalaian PNS), maka Penghitungan kerugian keuangan negara digunakan sebagai 

bahan gugatan/penuntutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (perdata/TP/TGR) 

(Slamet, 2013).  

Fungsi LHPKKN tersebut tidak jauh berbeda dengan yang dipaparkan oleh 

Auditor BPK Bapak Batiman dan Bapak Supermanto bahwa LHPKKN merupakan 

informasi mengenai ada tidaknya indikasi kerugian keuangan negara sekaligus 

menghitung nilai kerugian yang terjadi dan merupakan salah satu alat bukti yang 

digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam persidangan tindak pidana korupsi. 

Sedangkan menurut Bapak Judge Bao yang merupakan Hakim Tindak Pidana Korupsi 

pada Pengadilan Negeri Surabaya terdapat dua keadaan. Pihak-pihak yang berwenang 

membuat LHPKKN. Berdasarkan pernyataan Bapak Gatot Loco selaku Auditor 

BPKP, beliau menjelaskan bahwa APIP (BPKP, Inspektorat Jenderal Kementerian 

/Lembaga, Inspektorat Daerah Provinsi /Kabupaten/Kota) dan Lembaga Negara, yaitu 

BPK memiliki kewenangan untuk melakukan audit PKKN, sehingga dapat membuat 

LHPKKN. Pada BPKP, LHPKKN dikeluarkan oleh Bidang Investigasi. Audit dalam 
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rangka PKKN dapat dilakukan melalui dua cara yakni: sebagai kegiatan 

pengembangan audit dari audit rutin/operasional yang ditindaklanjuti dengan audit 

investigasi, selanjutnya ditingkatkan menjadi audit dalam rangka PKKN. 

Atas permintaan dari penyidik, biasanya audit PKKN dimintakan oleh penyidik 

pada tahap penyidikan. Pada BPK, yang berwenang membuat LHPKKN adalah Divisi 

Investigatif atau Forensik. Bapak Supermanto selaku Auditor BPK menyatakan 

bahwa penghitungan kerugian keuangan negara dilakukan oleh auditor pemerintah 

dan akuntan forensik. Selanjutnya pernyataan dari Bapak Batiman yang juga 

merupakan Auditor BPK mengatakan bahwa LHPKKN merupakan produk BPK 

dengan pelaksana di lapangan, yaitu auditor pelaksana yang sudah diberikan 

penugasan untuk melakukan penghitungan kerugian negara. Beliau menekankan 

bahwa semua auditor yang ditugaskan adalah orang-orang yang mampu untuk 

melaksanakan penugasan tersebut.  

Harapanl dengan adanyal sinergi yangl baik antaral auditor danl penyidik dapatl 

meyakinkan lhakim, di manal bukti auditl dan LHPKKNl yang awalnyal hanya 

merupakanl salah satul unsur tindakl pidana lkorupsi, yaitu merugikanl keuangan negaral 

dapat dilengkapil dengan lbukti-bukti hukuml lain. Buktil tersebut dapatl diperoleh tentul 

dengan bantuanl penyidik ataupunl lembaga negaral yang bertugasl memberantas 

korupsil yaitu Komisil Pemberantasan Korupsil (KPK) sertal lembaga swadayal 

kemasyarakatan yangl peduli terhadapl pemberatasan korupsil di Indonesia, Denganl 

demikian, keempatl unsur tindakl pidana korupsil yaitu setiapl orang; memperkayal diri 

lsendiri, orang lainl atau suatul korporasi; denganl cara melawanl hukum; dapat 

merugikanl keuangan negaral atau perekonomianl negara dapatl terpenuhi delikl 

korupsinya sertal didukung olehl kuatnya bukti-buktil menurut hukuml yang sahl dan 

lmeyakinkan, sehingga tidakl ada lagil putusan hakim yangl memberikan vonisl bebas/ 

lepasl bagi terdakwal korupsi.  

Olehl karena litu, peran aktifl masyarakat antil korupsi, aktivisl dan relawanl 

penggiat pemberatasanl korupsi untukl tetap konsistenl melakukan lpengawasan, kritik, 

danl menghasilkan risetl atau penelitianl yang berkontribusil menemukan model 

pemberantasanl korupsi yangl tidak hanya berfokusl pada keberhasilanl sisi penindakanl 

kasus-kasusl korupsi, tetapil juga pada tindakanl pencegahan (lpreventif). Pencegahan 

korupsil potensi kerugianl keuangan negaral dapat dilindungil untuk dicegahl agar tidakl 

dikorupsi olehl para koruptor. Dampakl perilaku lnegatif koruptif olehl pejabat lpublik 

dicegah agarl tidak merusak lsendi-sendi kehidupanl perekonomian danl pembangunan 

bangsal yang padal tujuannya adalah demil memakmurkan danl menyejahterakan 

lmasyarakat, serta melindungi aspekl keadilan sosiall bagi seluruhl rakyat lIndonesia. 

 

Penutup  

Bersamaan dengan penelaahan perhitungan kerugian keuangan negara, unsur-

unsur layar peninjauan yang bersangkutan harus dilengkapi. Unsur-unsur tersebut 

adalah kesesuaian, relevansi dan validitas. LHPKKN merupakan laporan hasil 

pemeriksaan penilaian kerugian keuangan negara. Laporan tersebut dibuat oleh 

auditor negara (atau auditor eksternal atau auditor internal negara, misalnya BPKP) 

dan auditor forensik, jika laporan tersebut memuat penyelidikan apakah terdapat 

indikasi kerugian negara, termasuk  hasil pemeriksaannya. . perhitungan nilai 

kerugian ruang yang diakibatkan. Prasyarat bukti audit yang sah adalah sertifikat audit  

diperoleh dari sumber yang dapat dipercaya keasliannya dan berwenang memberikan 

bukti tersebut. Selain itu, dalam melakukan verifikasi keandalan bukti pemeriksaan 
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dapat dipertimbangkan melalui serangkaian pengujian yang padal akhirnya menjadil 

bukti yangl tidak terbantahkanl di  pengadilanl tipikor.  

 Tim Jaksa Penuntut Umum Tipikor atau Jaksa KPK mengkaji bukti-bukti 

korupsi yang dihadirkan di persidangan bersama para pengacara yang divonis 

bersalah dalam  kasus korupsi tersebut untuk saling mempromosikan dalil-dalil yang 

mendasari bukti-bukti yang dihadirkan di persidangan. Apabila terdapat keadaan yang 

melemahkan keberadaan alat bukti, makal hakim pengadilanl tipikor akanl 

mempertimbangkan untukl mengabaikan alat buktil yang lemahl dan menyelidiki lebihl 

lanjut alat bukti yangl berhak mengungkap tindakl pidana lkorupsi. Auditor adalahl 

pencipta LHPKKN, sedangkanl pembela adalah hakiml  pengadilan ltipikor. Meski 

hakim dalam perkara inil bersandar pada LHPKKN yang disiapkan oleh pemeriksa, 

namun nyatanya tidak dapat dipungkiri bahwa hakim tidak hanya menjadikan 

LHPKKN sebagai satu-satunya bahan pertimbangan dalam persidangan tipikor, 

namun juga mempertimbangkan keterangan ahli, saksi, bahkan keterangan. tersangka 

Penelitian ini tidak dapat mencakup permasalahan yang kompleks dimana tidak 

semua bukti audit yang  dikumpulkan oleh auditor dapat diterima secara hukum atau 

digunakan sebagai bukti hukum. Oleh karena itu, Laporan Akuntansi Kerugian 

Keuangan Negara (LHPKKN) tidak dapat diandalkan apabila tidak didukung oleh 

bukti-bukti hukum lain yang menguatkan dan dapat memenuhi empat ciri tindak 

pidana korupsi. Selain itu, LHPKKN merupakan salah satu hal yang menjadi 

pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan dalam persidangan tipikor. Sebagai 

perbandingan, kriteria bukti yang disebut bukti audit dan bukti hukum dapat 

dikelompokkan menjadi uraian seperti: tujuan pengumpulan bukti, syarat-syarat 

melengkapi unsur bukti, bentuk  bukti, cara atau teknik pengumpulan bukti. 

pertimbangan profesional  yang digunakan oleh auditor dan hakim (hakim) berbeda  

dalam penggunaan alat bukti/alat pembuktian, dan yang terpenting tentunya adalah 

dasar atau pedomanl yang digunakanl oleh lauditor, terlepas dari apakah digunakan 

padal instansi pemerintah. (SAP) ataul  lingkungan akuntan publikl (SPAP), sedangkanl 

aparat penegakl hukum sepertil penyidik, polisi danl jaksa, jaksa penuntutl umum (lJPU) 

dan hakiml mentaati peraturan perundang-undanganl dan peraturanl terkait lainnya, 

terutama peraturan terkait korupsi (tipikor). 

 Pemberantasan korupsi tidak akan berhasil jika tidak ada sinergi yang baik dan 

maksimal antara auditor, penyidik, atau lembaga penegak hukum, termasuk lembaga 

negara.Tugas negara dalam memberantas tindak pidana korupsi adalah Komisi 

Pemberantasan Korupsi (KPK) dan hakim yang mengadili penyelesaian tindak pidana 

korupsi di pengadilan. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mencakup baik 

persoalan bukti pemeriksaan yang kompleks, yang tidak semuanya dapat dijadikan 

alat bukti yang sah, maupun LHPKKNl yang memerlukanl alat bukti hukuml lain yangl 

dapat dipastikan untuk melakukan tindak pidana korupsi. keluar 
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